Penjabat Gubernur Aceh Apresiasi Rekomendasi Banggar DPRA

Penjabat Gubernur Aceh, mengapresiasi Pendapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) atas materi Rancangan Qanun tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun
Anggaran 2022.

Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat Gubernur, saat menyampaikan
Jawaban/Tanggapan atas Pendapat Badan Anggaran DPRA, pada Rapat Paripurna DPRA
tahun 2023, dalam rangka Pembahasan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022, di Ruang
Rapat Paripurna DPRA, Rabu (2/8/2023) malam.

“‘Pemerintah Aceh menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya.
Semua masukan yang disampaikan sangat berharga bagi Pemerintah Aceh dan juga menjadi
panduan dalam mengarahkan proses pembangunan Aceh yang lebih baik dalam upaya kita
membangun Aceh yang kita cintai ini,” ujar Gubernur.

Berikut ini adalah beberapa poin tanggapan Penjabat Gubernur Aceh terhadap rekomendasi
dan catatan penting Badan Anggaran DPRA yang akan segera ditindaklanjuti.

Penjabat Gubernur Aceh menegaskan, saat ini Pemerintah Aceh telah melakukan
pendekatan dan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan lintas pihak eksternal untuk
mencari formulasi pendanaan program dan kegiatan yang membutuhkan pendanaan besar
dan berkelanjutan.

Program kegiatan yang membutuhkan pendanaan besar dan berkelanjutan teraebut adalah
pembangunan jalan Multi Years Contract (MYC), lanjutan pembangunan Kawasan Industri
Aceh (KIA) Ladong dan Pembangunan Rumah Sakit Regional, serta pemeliharaan
infrastruktur yang memerlukan biaya besar, dapat didanai dari APBN serta sumber
pendanaan lainnya, sebagaimana yang disampaikan dalam pendapat Banggar DPR Aceh.



“‘Selanjutnya, kami sependapat dengan Badan Anggaran DPRA, bahwa terhadap
pelaksanaan seluruh proyek strategis termasuk sumber pendanaannya harus dilakukan
pengkajian ulang dengan melibatkan seluruh multi stakeholders,” ujar Gubernur.



